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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 
 

1. Publique Bakery belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, mereka tidak 

memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan terhadap 

Circles Bakery. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas dalam hukum 

kekayaan intelektual, yang menyatakan bahwa pelindungan merek hanya 

berlaku di negara di mana merek tersebut didaftarkan. Indonesia menganut 

sistem first to file, yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang 

pertama kali mengajukan pendaftaran. Oleh karena itu, jika Circles Bakery 

telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya di Indonesia, maka merek 

tersebut tetap sah dan legal, serta tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran 

merek menurut hukum nasional. penyelesaian hukum atas dugaan 

pelanggaran merek, terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh. 

Jika Publique Bakery merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan 

gugatan pembatalan merek melalui DJKI atau melalui jalur litigasi di 

Pengadilan Niaga. Mereka harus membuktikan bahwa Circles Bakery telah 

meniru merek mereka dengan sengaja dan bahwa kemiripan tersebut 

menyesatkan konsumen. 

2. Circles Bakery tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran merek 

secara hukum positif Indonesia, karena Publique Bakery belum 

mendaftarkan mereknya baik di Indonesia maupun di negara asalnya, 
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Australia. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas dalam hukum merek 

yang mengharuskan pendaftaran merek di suatu negara untuk memperoleh 

pelindungan hukum di negara tersebut. Meskipun secara hukum Circles 

Bakery tidak melanggar hak merek terdaftar, tindakan meniru desain, 

konsep, dan visual branding dari Publique Bakery tetap menimbulkan 

persoalan itikad tidak baik dan etika bisnis, yang dapat menciptakan kesan 

membingungkan di kalangan konsumen serta berpotensi merugikan reputasi 

usaha lain. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat kemungkinan Circles 

Bakery dianggap bertindak tanpa itikad baik apabila terbukti meniru elemen 

merek yang dikenal luas, meskipun belum terdaftar. 

 

B. Saran 
 
 Saran yang dapat berikan terkait dengan permasalahn yang dibahas dalam 

penulisan ini adalah :  

1. Circles Bakery perlu mengganti konsepnya dengan konsep yang 

berdengan dari yang lain, yang tidak memiliki Persamaan Pada 

Pokoknya. Jika Circles Bakery masih tetap menggunakan konsep 

tersebut, maka berpotensi digugat oleh Publique Bakery, berdasrkan 

Pasal 83 Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

sedangkan secara pidana Circles Bakery dapat diadukan berdasarkan 

Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, dengan digantinya konsep pada toko roti Circles Bakery 

 

 



 

 
41 

yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek lain, 

maka dimungkinkan merek tersebut dimohonkan untuk mendapatkan 

pelindungan hukum. 

2. Circles Bakey dimohonkan untuk mempertimbangkan lebih lanjut 

kualifikasi persamaan pada pokoknya terhadp merek dalam peraturan 

yang lebih teknis. Dikarenakan kurangnya definisi dan kualifikasi yang 

jelas terhadap konsep persamaan pada pokoknya terhadap merek, yang 

saat ini dapat menjadi kebingungan dalam penegakan hukum merek 

dagang. 

Undang-undang dan peraturan belum memberikan pedoman yang 

cukup jelas mengenai bagaimana memahami persamaan pada 

pokoknya. Hal ini menjadi semakin penting dalam menghadapi 

perkembangan dunia perdagangan yang semakin berkembang, 

terutama meningkatnya industry dan pendaftaran merek. 
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